WALIKOTA S

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 1& TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDA

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidlek ‘

sesuai dengan

RAKARTA

KOTA SURAKARTA

ATAN DAN BELANJA DAERAH

asumsi

kebijakan umum APBP,

keadaan yang menyebabkan pergeseran antar un'it,

organisasi, anta

’a kegiatan dan antar jenis balanja,

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran

sebelumnya ha

dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan

Perubahan APBD

bahwa berdasark
Pemerintah Nom
Keuangan Dae
perkembangan d
bersama DPRD

us digunakan untuk pembiayaén
Tahun Anggaran 2016;

an Pasal 81 ayat (1) huruf a Peraturan
or 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
rah, penyesuaian APBD dengén
an/atau perubahan keadaah dibahas

dengan pemerintah daerah dalam

rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD
tahun anggaran yang bersangkutan;

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Pegaturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pend
Anggaran 2016;

. |
sebagaimana

patan dan Belanja Daerah Tahun ;

|




Mengingat
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Undang-Undang| Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalaim
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Nega:ra
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); i |
¢
Undang-Undang| Nomor 12 Tahun 2011 tentarilg |
Pembentukan Peraturan Perundang-undang:{m
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor| 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentapg
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia TahL}ln 2014 Nomor 244, Tambah?:,tn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teﬂliah beberapa kali diubah terak}llir
dengan Undang-‘Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentapg
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor |5
Tahun 2015 |entang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015 Nomor 5); '

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuang’an
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahlfm
2010 Nomor 7); '

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun
2015 tentang [Anggaran Pendapatan dan Belar‘lja
Daerah Tahun Arnggaran 2016 (Lembaran Daerah Kc:)ta
Surakarta Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 47);




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menetapkan
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Dengan Pefsetuj

'dan

uan

Bersama

DAERAH KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

| |
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
E)LAI\‘IJA DAERAH TAHUN ANGGARAN |

PENDAPATAN DAN B
2016.

Perubahan Anggaran

a. Pendapatan
1. Semula
2. Bertambah

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan

b. Belanja
1. Semula
2. Bertambah

Jumlah Belanja

Setelah Perubahan

Defisit Setelah Perubahan |

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan
a) Semula

b) Bertambah

Jumlah Penerimaan

Pasal 1

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Rp.
Rp.

1.739.755.264.000,/00
135.546.071.000.00

Rp.

1.875.301.335.000;00

1.795.120.219.000,00
237.910.863.604/00

Rp.

Rp.

2.033.031.082.604,00

(157.729.747.604,00)

78.429.286.000,00

150.626.550.604,00
|

Setelah Perubah%m Rp.

2. Pengeluarar
a) Semul

b) Bertambah '

229.055.836.604,00

23.064.331.000,00
48.261.758.000,00

|
|
|
|
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Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaa
Anggaran Tahun Ber

(1)

Pasal 1 terdiri dari ;

cnaan

Rp.

71.326.089.000,00

157.729.747.604,t00

Rp.

Pasal 2

Pendapatan Da?rah sebagaimana dimaksud dalam

a. Pendapatan Asli Daerah

1. SemulaIb
2. Bertambah

Rp.
Rp

372.579.581.000
21.621.277.000

00
00

Jumlah Pendapatan
Asli Daeraﬂ
Setelah Perubahan Rp.

b. Dana Perimbangan

1. Semul
2. Bertambah

Rp.
Rp

f

394.200.858.000

959.090.994.000,00
275.085.973.000,00

Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan Rp.

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semul
2. Berkurang

Pendapata

Jumlah La‘i%’\
Daerah Yan

(2)

a. Pajak Daerah
1. Semul

2. Bertambah

Rp.
Rp

1.234.176.967.000,00

408.084.689.000(,00
,161.161.179.000,00

Lain

Sah
Setelah Perubahan

Rp.

Rp.
Rp

?

246.923.510.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
‘ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

227.709.794.000‘,00
9.978.228.000|,OO

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan

Rp.

237.688.022.000,00
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b. Retribusi Daerah
1.
2.

5

59.012.286.000

Semul Rp. ,00
Bertambah Rp. 2.599.381.000,00

‘Jumlah Retribusi Daerah
61.611.667.000,00

Setelah Perubahan Rp.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Déerah yang

Setelah Perubahan Rp.

Dana Perimban

00 |

a. Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak

1.
2.

Semul Rp.

Berta

55.842.802.000
18.079.981.000

4
%

mbah Rp.

dipisahkan , ,

1. Semul Rp. - 7.638.813.000,00

2. Bertam ah Rp. 349.534.000,00

Jumlah Hasil :

Pengelolaan Kekayaan

Daerah yan(f Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 7.988.347.000,00
'd. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah |

1. Semuljb Rp. 78.218.688.000/00

2. Bertambah Rp. 8.694.134.000

Jumlah Lain Lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah «,

86.912.822.000,00

an sebagaimana dimaksud pada ayat '
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

,00
00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak

1.
2.

Setelah Perubahan Rp. ,00
b. Dana Alokasi Umum
Semula Rp. 841.536.122.000,00
Bertambah / R o
Berkurang Rp. =~ 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum
Setelah Perubahan. Rp. ,00

73.922.783.000

841.536.122.000
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c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 61.712.070.000,\00?
2. Bertambah Rp. 257.005.992.000,,00;

Jumlah Dana Alokasi Khusus ;

Setelah Perubahan Rp. 318.718.062.000,00 |

|
\

(4) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimaﬁa :

dimaksud pada | ayat (1) huruf c terdiri dari jen!is

pendapatan :
a. Pendapatan|Hibah
1. Semul Rp. 3.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 48.261.758.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 51.261.758.000,00 ||

3

b. Dana BagﬁD Hasil Pajak dari Provinsi dan |

Pemerintah Daerah lainnya ’
1. Semul | Rp. 149.862.680.000,00
2. Bertambah Rp. 3.002.572.000,00 | |

i

Jumlah Bagli Hasil i
Pajak dari Provinsi ' *

Setelah Perubahan Rp. 152.865.252.000,00

H
i
1
t

c. Dana PenyeLuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 255.222.009.000,00 | |

2. Berkuifng Rp. 250.222.009.000,00
1
Jumlah Dana Penyesuaian i
dan Otonomi Khusus :
Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah lainnya
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 37.796.500.000;,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak
Dari Provinsi
Setelah Perubahan Rp. 37.796.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

i
i
H

t
|
f




(2)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a.
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Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp.
2. Bertambah Rp.

1.075.814.220.000, OO

84.985.914.604,00
r

Jumlah Belanja
Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp.

Belanja Langsung

1. Semuld Rp.
2. Bertambah Rp.

Jumlah Belanja Langsung
bahan Rp.

Setelah Pe

1.160.800.134.604,00

719.305.999.000,00
152.924.949.000,00

Belanja Pegawai

1. Semula Rp.
2. Bertarrlbah Rp.

872.230.948.000,00 |

?

i
H

1.021.594.465. OO0,00
79.769.893. OOO 00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Per

1bahan Rp.

Belanja Bunga

1. Semul Rp.
2. Bertambah /
Berkurang Rp.

1.101.364.358.000,00

455.100.000,00 | |
0,00

ot
i

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp.

Belanja Hibah

1. Semula Rp.

2. Bertambah Rp.

455.100.000,00 |

H
H

46.576.139.000‘,00
6.058.637.000,00

Jumlah Belfnja Hibah

Setelah Perubahan Rp.

Belanja Bantuan Sosial
| Rp.
2. Bertambah Rp.

1. Semul

52.634.776.000,00

2.418.000.00q,00
1.666.800.000',00

Jumlah Belanja Sosial

Setelah Perubahan Rp.

4.084.800.000,00} .




-

-8 |

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai

Politik
1. Semulal Rp. 770.516.000,00
2. Berkurang Rp 9.415.396,00

|

Jumlah Bellnja Bantuan
Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota/Pemerintahan
Desa dan Partai Politik

Setelah Perubahan Rp. 761.100.604,00

f.  Belanja Tidak Terduga ’
1. Semula Rp. 4.000.000. OO0,00

2. Berkurang Rp. 2.500.000. OOO OO 1
1

Jumlah Tidik Terduga f ‘I

Setelah Per&bahan Rp. 1.500.00. OOO OO

(8) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Peg}wal
1. Semula Rp. 32.635.127.000,00
2. Bertambah Rp. 2.377.647.000;00

Jumlah Belanja Pegawai :
Setelah Perubahan Rp. 35.012.774.00Q,OO '

1. Semul Rp. 443.612.035. OO0,00 ’
2. Bertambah Rp. 58.006.149. OOO 00

i !

b. Belanja Bar;ng dan Jasa

Jumlah Belanja Barang
dan Jasa
Setelah Perubahan Rp. 501.618.184.000,00

c. Belanja Modal ‘
1. Semul 1 Rp. 243.058.837.000,00
2. Bertambah Rp. 92.541. 153.000‘,00

Jumlah Belanja Modal
Setelah Perubahan Rp. 335.599.990.000,00




(1)

(2)

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

Pasal 1 terdiri dari :

a.

Penerimaan
1. Semula Rp.
2. Bertambah Rp.

78.429.286.000, OO

150.626.550.604, 'OO

Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan Rp.

Pengeluararw
Semula Rp.
2. Bertambah Rp

229.055.836.604,00

t

23.064.331.000,00 |
48.261.758.000,00 |

Jumlah Pengeluaran
Setelah Perubahan Rp.

71.326.089.ooc§foo |

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : ‘
SiLPA tahun anggaran sebelumnya J

a.

1. Semuld Rp.
2. Bertambah Rp

71.560.899. OOO OO
150.626.550.60@00

Jumlah SiLPA tahun
anggaran sebelumnya
Setelah Perubahan Rp.

Penerimaan| Kembali Pemberian Pinjaman / Dana

Bergulir

1. Semula Rp.

2. Bertambah /
Berkurang Rp

222.187.449.604,00 |

4
}

500.000.000,00 | |

0,00
|

Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah
Setelah Perlllbahan Rp.

Jumlah PenE:rimaan

Penerimaan dari Pihak Ketiga

1. Semul Rp.
2. Bertambah /
Berkurang Rp.

500.000.000,00

6.368.387.000,00

0,00

’,

Jumlah PeJerimaan
dari Pihak Ketiga
Setelah Perubahan Rp.

+ 1

6.368.387.000,00 | |




(3)

(1)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaani/l
1. Semula
2. Bertambah

Rp. 15.

Rp.

48.

—

)

odal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
807.000. 000, 00 !
261.758.000,00 7

Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
Setelah PerLIbahan Rp.

Jumlah Pen{ertaan

b. Pembayaran pokok utang

64.

068.758.000,00

H
H
i

888.944.000.00

0,00

1. Semul | Rp.
2. Bertambah /
Berkurang Rp.
Jumlah pokok utang
Setelah Perubahan Rp.

c. Pemberian pinjaman daerah
1. Semul |

P

888.944.000,00

L

0,00

Rp.
2. Bertambah / 3
(Berku |ang) Rp. 0,00
Jumlah Pevlberian ' o
pinjaman daerah 3
Setelah Per&bahan Rp.

'd. Pengembah;n Kepada Pihak Ketiga

1. Semul Rp. 6.
2. Bertambah/
Berkurang Rp.

0,00

é

368.387. OO0,00

|

i

0005 ‘

!

Jumlah Pengembalian
dari Pihak Ketiga

Setelah Perubahan
Pasal 5

Dalam rangka

Pemerintah Kota  Surakarta

diusulkan

selanjutnya |

Rp. 6.

368.387.000,00 |

i

melakukan

mengantisipasi pendanaan keadaan |||
~ darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,
dapat
. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang |
dalam Perubahan APBD

dan/atau disampaikan dalam Laporan Reahsasy

Anggaran (LRA)




(2)

(3)

Keadaan darurat|sebagaimana dimaksud pada ayat (
paling sedikit memenuhi kriteria:
a.
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—_

)

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah | Kota Surakarta dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang,
berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah
Kota Surakarta; dan/atau
memiliki dampak yang signifikan terhadap

- anggaran |dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh keadaan darurat.

Belanja untuk | keperluan mendesak sebagalmana ,

dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.

L

program dan  kegiatan pelayanan daéar
masyarakat| yang anggarannya belum tersedla
dalam tahun anggaran berjalan;

keperluan mendesak lainnya yang apabila d1tunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bag1
Pemerintah &{ota Surakarta dan masyarakat;
program dln kegiatan Dana Alokasi Khusus
kebijakan lj‘emermtah Pusat, Bantuan Keuangan
Provinsi Ja\fva Tengah dan kebijakan Pemermtah

Provinsi Jawa Tengah yang dananya d1ter1ma

-setelah Ang aran Pendapatan dan Belanja Daerah

ditetapkan Jeserta dana pendampingnya. H
4
b

(4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimakéﬁd

()

pada ayat (2) d

n keperluan mendesak sebagalmana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Pemermtah

Kota Surakarta |dapat menggunakan Belanja Tldak 1
Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan
ulang capaian target kinerja program dan kegiatan || |

lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau
memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pendanaan  keperluan  mendesak sebagaiména
dimaksud pada| ayat (3) huruf c, Pemerintah tha e
Surakarta melaksanakan program dan kegiatian
dimaksud dengan mekanisme : V

a.

untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuang
keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu n

melakukan| Perubahan Peraturan Wahkota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dagerah dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD;




(6)

(7)

8)
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b. untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuan
keuangan yang bersifat umum, terlebih dahullu
melakukan | Perubahan  Peraturan  Walikota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD.

Mekanisme pendl naan keadaan darurat dan keperluan

mendesak sebaEaimana dimaksud pada ayat (4)

terlebih dahuluL melakukan perubahan Peraturan

Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepéda ‘

Pimpinan DPRD. | 1

)
g
Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaitén
keadaan  darurat dan = keperluan mendeéék
sebagaimana di+1aksud pada ayat (S5) dan ayat 6) |
selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan
Anggaran Penda}gatan dan Belanja Daerah. |

Dalam hal program dan kegiatan sebagaiméﬁa
dimaksud pada |ayat (5) dan ayat (6) terjadi setelah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakalfta
menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggafan
(LRA). 3

Pasal 6

Uraian lebih lanjut| tentang Anggaran Pendapatan dén
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal%?l,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid?k

|

terpisahkan dari Peralturan Daerah ini, terdiri dari:

a.

b.

C.

d.

LampiranI Ringkasan Perubahan Anggai'an |
Pendapatan dan Belanja Daerah. ik

Lampiran II ~Ringkasan Perubahan Anggaran | |

Pendapatan dan Belanja  Daerah
mé:nurut Urusan Pemerintahan Daefriah
dan Organisasi. gI
Lampiran [Ia Ringkasan Perubahan Anggaran .
P rndapatan dan  Belanja  Daerah
Menurut Organisasi dan Urusan
Pemerintahan.

Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah '|

menurut Urusan Pemerintahan Daefah,
Organisasi Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan. :
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Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belan.‘ia
menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan.

Lampiran IVa Relg(apitulasi Perubahan Penggunaan
Sumber Dana Menurut Jenis
Pendapatan dan Jenis Penerimaatln
Te1|'hadap Jenis Belanja dan Jenis
Pengeluaran.

Lampiran V Re}(apitulasi Perubahan Belanja Daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan :

Fu’ngsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Ke'uangan Negara. : :
‘ftar Jumlah Pegawai per Golongan
dan Per Jabatan.
Lampiran VII Daftar Piutang Daerah .
Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah
Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah. 3
Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan dan
Pengurangan Aset Lainnya. 3
Lampiran XI Daftar Kegiatan - kegiatan tahun
anggaran sebelumnya yang beliim
dis‘elesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini. 3
Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah L
Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obhga31

Daerah.

Lampiran VI

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer
sebagai landasan operasional pelaksanaan.

ah




NO
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diundangkan.

Agar setiap
pengundangan

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal &1 September 2016

RAKHMAT SUTOMO

/2016

Peraturan Daerah

orang

penempatannya dala

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
ASISTEN ADMINISTRASI,

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 12

REG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

Pasal 8
ini mulai berlaku pada tanggal
mengetahuinya memerintahka
Peraturan Daerah ini dengan

v{n Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta |
pada tanggal &1 September 2016

1

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

t

PROVINSI JAWA TENTGAH

Ix
1
|




PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH| KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

UMUM
Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor§13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menﬁéri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Aias
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan
pendapatan daerah. Penyusunan Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud, berpedoman pada [perubahan RKPD dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara. APBD memiliki fungsi jotorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. ;

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 berpedonién
pada hasil evaluasi semester peréama RKPD Tahun 2016 yang telah
dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran (KUPA) serta Prioritas da‘n Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

APBD Tahun Anggaran 2016. ‘;
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Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonorim .
daerah turut dikoreksi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 |

seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dén
daerah pada semester I Tahun| 2016. Disamping itu Sisa Leblh 1
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Tahun Anggaran 2015 |

sebesar Rp. 222.187.449.604,00 yarllg ditetapkan dalam Peraturan Daeréh |

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APE?D ﬁ
Tahun Anggaran 2015 menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah ||
yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun i

Anggaran 2015.
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Pasal 1
~ - Cukup Jelas
- Pasal 2
‘ Cukup Jelas
Pasal 3
' Cukup Jelas
Pasal 4 ,
, , - Cukup Jelas
- Pasal 5
‘ Cukup Jelas
Pasal 6
R Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
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